PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP SOLO NUSUKAN by CAHYA, PUTRI ARUM & Rial, Fuadi, S.Ag., M.Ag
  
PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA (DSN-MUI) NO 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS 
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP SOLO NUSUKAN 
 
 SKRIPSI  
Diajukan Kepada Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
 Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
 Gelar Sarjana Hukum 
 
Oleh:  
PUTRI ARUM CAHYA 
NIM. 142.111.096 
 
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA 
2018 
  
ii 
 
PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA (DSN-MUI) NO 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS 
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP SOLO NUSUKAN 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
 Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
 Gelar Sarjana Hukum 
 
Disusun Oleh: 
PUTRI ARUM CAHYA 
NIM.142.111.096 
 
Surakarta, 14 Mei 2018 
 
Disetujui dan disahkan Oleh: 
Dosen Pembimbing Skripsi 
 
 
 
Rial Fuadi, M.Ag 
NIP: 197208032000031001 
 
  
iii 
 
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
  
NAMA : PUTRI ARUM CAHYA 
NIM  : 142111096 
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 
 
Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul PENERAPAN FATWA DEWAN 
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO 
26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI 
KCP SOLO NUSUKAN  
 
Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila 
dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia 
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 
 
Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.     
 
Surakarta, 14 Mei 2018 
TTD DAN BERMETERAI Rp 6000 
 
      Putri Arum Cahya 
  
iv 
 
NOTA DINAS 
 
Rial Fuadi, M.Ag 
Dosen Fakultas Syari‟ah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
NOTA DINAS    Kepada Yang Terhormat 
Hal : Skripsi   Dekan Fakultas Syari‟ah 
Sdr : Putri Arum Cahya       Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
     Di Surakarta 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
 Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan 
mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Putri Arum 
Cahya NIM : 142111096 yang berjudul :  
PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA (DSN-MUI) NO 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DI 
BANK SYARIAH MANDIRI KCP SOLO NUSUKAN  
Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 
(S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah  
 Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam 
waktu dekat. 
 Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 
      Surakarta, 14 Mei 2018 
      Dosen pembimbing  
 
      Rial Fuadi, M.Ag 
      NIP. 197208032000031001 
  
v 
 
PENGESAHAN 
PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA (DSN-MUI) NO 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS 
DI BANK SYARIAH MANDIRI  KCP SOLO NUSUKAN 
Disusun Oleh: 
PUTRI ARUM CAHYA 
NIM.142.111.096 
 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari 
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu‟amalah) 
 
Penguji I 
 
 
 
Masjupri 
NIP : 
Penguji II 
 
 
 
Andi Wicaksono 
NIP : 
 
 
Dekan Fakultas Syariah 
 
 
 
Dr. M. Usman S.Ag.,M.Ag 
NIP :196812271998031003 
Penguji III 
 
 
 
sidik 
NIP : 
 
  
vi 
 
MOTTO 
 
ُى  َ نْ بُ نْ مَّ ىُا  َِ  َى  ًِ   َنْو  ُ ِ َىنْ  ََ ى ٍ َ َى  َ َىنْ  ُنْ  ُى نْاِإ َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.....
ى 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 
(oleh yang berpiutang)....... 
 
(QS. Al-Baqarah:283) 
 
 
ىنْ ُك َىُهمَّ  وىِحَسنْ بُيىو ُحَسنْ  َ ىِس ِ  ََمنْ وىي ِىو ُحمَّس َبُ ىنْ ُك َىَليِقىوَذِإىو  ُ َآىَنيِذمَّ وى َهُّبُيَأى َي ۖىو ُزُشنْنوىَليِقىوَذِإ َى
ىٍت ََجرَدى َنْ ِعنْ وىو ُ ُأىَنيِذمَّ و َىنْ ُكنْ  ِىو  ُ َآىَنيِذمَّ وىُهمَّ  وىِع َنْ بُيىو ُزُشنْن َ  ٌۚى ي ِ َىَا  َُمنْعبُ ى َم ِىُهمَّ  و َى  
 
“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: berlapang-lapanglah 
dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila dikatakan: berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(QS. Al-Mujadilah:11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 
tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab 
dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
  
ix 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...„..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
  
x 
 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
  Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
  
xi 
 
 Dammah U U 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي  ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
  و  ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
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2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….أ  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u>  u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
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4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c.  Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta 
Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2, لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   dengan huruf 
yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di 
depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan dihubungkan 
dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّسلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
  
xv 
 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan 
denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila 
terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نورخأت ta'khuduna 
3. ؤىلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.  
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
  
xvi 
 
 لوسز لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيملاعلا بز لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
 
9. Penulisan Kata 
 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi‟il, isim  maupun huruf  ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah lazim 
dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang dihilangkan  
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara 
yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ ىهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa 
innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
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ABSTRAK 
 Putri Arum Cahya, NIM 142111096. Dengan judul PENERAPAN FATWA 
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO 
26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI 
KCP SOLO NUSUKAN  (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri  Kantor Cabang 
Pembantu Solo Nusukan) 
 Adapun rumusan masalah adalah: a). Bagaimana penerapan akad rahn emas di Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo Nusukan? b). Bagaimana Kesesuaian 
Praktek Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo Nusukan 
Dengan Fatwa DSN-MUI?.  
 Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yang 
dilakukan di BSM Kantor Cabang Pembantu Solo Nusukan. untuk mendapatkan data yang 
valid, penulis menggunakan beberapa data dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data 
dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah 
data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode diskriptif 
analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo Nusukan menggunakan akad Qardh dalam rangka 
rahn artinya akad pemberian pinjaman dari Bank kepada Nasabah yang disertai dengan 
penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. 
Akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang 
memberikan jaminan barang berupa emas. dan akad ijarah digunakan pada biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Kesesuaian praktek rahn dalam 
pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo 
Nusukan secara umum sudah sesuai dengan rukun dan syarat tentang gadai dan dalam 
penerapan akad sudah sesuai dengan fatwa No.25-26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn dan 
Rahn emas. Namun dalam Penetapan biaya administrasi disebutkan dalam fatwa harus 
  
xx 
 
sesuai pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan, tetapi disini juga masih belum maksimal 
dalam penerapannya. 
Kata Kunci: Gadai Emas, Fatwa DSN MUI, Perbankan Syariah  
 
 
 
 
ABSTRAK 
 Putri Arum Cahya, NIM 142111096. Under the title Implementation of the 
National Sharia Council Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 26/DSN-
MUI/III/2002 About Rahn Gold in Syariah Banking (Case Study In Bank Syariah 
Mandiri Solo Branch Office Nusukan ) 
 The problem formulation is: a). How is the application of gold certificate in Bank 
Syariah Mandiri Solo Branch Office Nusukan? b). How is the Compliance of Rahn Gold 
Practices in Bank Syariah Mandiri Solo Branch Office Nusukan With Fatwa DSN-MUI ?. 
 This type of research is seen from its object including field research conducted in 
BSM Solo Branch Office Nusukan. to obtain valid data, the author uses some data from 
interviews and documentation. Sources of data in this study there are two primary data 
sources and secondary data sources. After the data collected the authors analyzed by using 
descriptive analysis method by using qualitative approach. 
 The results showed that the execution of gold mortgage in Bank Syariah Mandiri 
Branch Office Solo Nusukan using Qardh contract in order rahn means the loan agreement 
from the Bank to the Customer accompanied by the delivery of duties in order to keep the 
Bank guarantee goods that have been submitted by the customer. This Agreement is used as 
a contract in the granting of financing to customers who provide assurance of goods in the 
form of gold. and ijarah contracts are used for the maintenance and storage of gold lien. 
Suitability of rahn practices in sharia gold mortgage financing at Bank Syariah Mandiri 
Branch Office Solo Solo Nusukan in general is in accordance with harmonious and terms of 
pledge and in the application of the contract is in accordance with the fatwa No.25-26 / 
DSNMUI / III / 2002 on Rahn and Rahn gold. However, in determining the administrative 
costs mentioned in the fatwa should be according to the expenses that are clearly issued, but 
here too still not maximal in its application. 
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Keywords: BSM Gold Pawn, Fatwa DSN MUI, Sharia Banking 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan manusia setiap harinya pasti sangat banyak. Manusia tidak mungkin 
hanya menggunakan harta yang dimilikinya saat itu untuk memenuhi kebutuhannya. 
Ada kalanya manusia ada keperluan yang mendesak yang pada saat itu tidak punya 
uang untuk digunakan sering kali meminjam kepada orang lain untuk memenuhi 
kebutuhannya. Dalam Islam meminjam haruslah ada akad pinjaman. Jika tidak 
dilakukan maka orang yang berhutang memberikan barang kepada orang yang 
menghutangi sebagai barang jaminan utang. Ini dalam Islam disebut dengan akad Rahn 
(gadai syariah). Asas tolong menolong sesama manusia menjadi faktor utama adanya 
pinjam meminjam, karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri di dunia tanpa bantuan 
orang lain.  
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh sesorang yang mempunyai piutang atas 
suatu barang bergerak. Sedangkan gadai syariah (rahn) adalah menahan harta salah satu 
milik si peminjam (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman/utang 
(marhun bih) yang di terimanya. Penggunaan gadai ini merupakan salah satu upaya 
untuk membantu kebutuhan manusia. 
Dalan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak 
yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 
kepada oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang 
2 
 
 
 
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, 
dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus 
didahulukan.  
Gadai menurut Susilo, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Sholikul Hadi, 
Bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh sesorang yang mempunyai piutang 
atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang 
berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang 
yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan 
kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 
diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi 
kewajibannya saat jatuh tempo.
1
 
Rahn Emas merupakan kegiatan pemberian utang dengan akad gadai dalam 
perbankan syariah dengan jaminan emas yang pada transaksinya dapat dikenakan biaya 
penyimpanan. Terdapat tiga transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan rahn emas, yaitu 
pinjaman yang diberikan diikat dengan akad qardh, penyerahan jaminan emas diikat 
dengan akad rahn sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan, dan atas 
penyimpanan emas tersebut diikat dengan akad ijarah atau sewa menyewa.
2
  
                                                          
1
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.16. 
 
2
 Bank Syariah Mandiri, “gadai emas”, Syariah Mandiri, 2010: https://www.syariahmandiri.co.id/. 
(diakses Januari 2017). 
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Banyak terlihat sekarang beberapa bank syariah yang merespon akan kebutuhan 
masyarakat tersebut. Banyak bank-bank syariah yang mengeluarkan produk 
pembiayaan salah satunya yaitu gadai emas syariah. Dimana masyarakat pada 
umumnya telah sering menjadikan emas itu sebagai barang yang berharga dan disimpan 
sangat lama di dalam rumah tanpa tau bahwa barang tersebut sangatlah penting untuk 
mendapatkan pinjaman. Maka dari itu banyak bank syariah yang mensosialisasikan 
rahn emas untuk mendapatkan pinjaman.  
Gadai emas syariah semakin berkembang di Indonesia, kondisi seperti ini 
membutuhkan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau 
fatwa DSN-MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
3
 
Sejak saat itulah gadai syariah berkembang di bank-bank syariah maupun di 
lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu bank yang menerapkan produk gadai 
emas syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Bersamaan dengan berdirinya bank yang 
berbasis syariah di Indonesia, maka hal ini juga mendorong berdirinya pegadaian 
syariah di bank-bank syariah. Gadai sendiri merupakan produk yang ditawarkan di 
dalam bank syariah, dimana pihak bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk 
penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Seperti contoh masyarakat akan 
melakukan gadai emas, masyarakat tidak hanya melakukan gadai tersebut di lembaga 
pegadaian, namun juga bisa melakukan gadai emas tersebut di bank-bank syariah yang 
                                                          
 
3
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Rahn Emas”, dsnmui, 2013: 
http://www.dsnmui.or.id/.  (diakses tanggal 12 Desember 2016).  
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menawarkan gadai. Oleh karena itu bank mendirikan gadai syariah yang berdasarkan 
prinsip syariah. 
Ketentuan rahn emas oleh fatwa DSN-MUI No.26/DSNMUI/III/2002 menyatakan 
bahwa peminjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk 
rahn dengan ketentuan rahn yang telah ditetapkan. Dimana murtahin (penerima barang) 
mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang 
menyerahkan barang) di lunasi. Marhun dan pemanfaatanya tetap menjadi milik rahin 
yang pada prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin kecuali seizin 
rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti 
pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) 
ditanggung oleh penggadai (rahin). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang 
nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan atas dasar 
akad ijarah.
4
 
Dasar hukum tentang dibolehkannya transaksi rahni dijelaskan dalam al-Quran 
surat al-Baqarah ayat 283 yaitu: 
ى ٌ َ  ُ نْ  َىٌا  َِ  َى  ًِ   َىو  ُ ِ َىنْ  ََ ى ٍ َ َى ٰ َ َىنْ  ُنْ  ُى نْاِإ َ ۖىُه َبُن  ََأىَنُِم نْؤوىيِذمَّ وىِّدَؤبُينْ بُ ى ًضنْعبُ ىنْ ُكُضنْعبُ ىَن َِأى نْاَِإ ى
ىُهمَّ َرىَهمَّ  وىِقمَّ َينْ َ ۗىَةَد َهمَّش وىو ُم ُ نْك َىَلَ َى ۚىُه ُنْ بُقى ٌِثآىُهمَّنَِإ ى َه نْم ُ نْكَيى نْن َ َى ٌۗى ي ِ َىَا  َُمنْعبُ ى َم ِىُهمَّ  و َى  
 
                                                          
 
4
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Rahn Emas”, dsnmui, 2013: 
http://www.dsnmui.or.id/.  (diakses tanggal 12 Desember 2016).  
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya 
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.         
 
Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) pada tahun 1999, merupakan lembaga yang beranggotakan para ahli hukum 
Islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan, baik bank 
maupun non bank. DSN berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam 
mendorong dan memajukan ekonomi umat, bertugas untuk menggali, mengkaji, dan 
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman 
dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi 
pelaksanaan dan implementasinya.
5
 
Meskipun minat masyarakat terhadap gadai emas syariah sangat tinggi sekarang ini, 
masih banyak pertanyaan tentang pembiayaan dalam gadai emas syariah tersebut. 
Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem dalam produk gadai emas syariah di bank 
syariah bisa berbeda dengan bank syariah lainnya. Misal dalam pengambilan biaya atas 
gadai emas yang digunakan ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman atau nilai 
taksiran harga emas. Seperti yang diketahu dalam pegadaian umum itu pengambilan 
biaya atau ongkos itu ditentukan berdasarkan jumlah utang. Selanjutnya dalam 
                                                          
5
 Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dan Produk Perbankan Syariah di 
Indonesia, (Yogyakarta: BPFE-yogyakarta, 2011), h. 45. 
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pelaksanaanya apakah juga sudah sesuai ketetapan fatwa DSN-MUI dengan praktek di 
lapangan. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian 
dengan judul Penerapan Fatwa DSN-MUI NO 26/DSN-MUI/III2002 Tentang Rahn 
Emas di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus di BSM KCP Solo Nusukan). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Penerapan Akad Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Solo 
Nusukan? 
2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akad Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri KCP 
Solo Nusukan Dengan Fatwa DSN-MUI? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad rahn emas di BSM KCP Solo 
Nusukan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akad rahn emas di BSM 
KCP Solo Nusukan. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
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 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang gadai emas berdasarkan prinsip 
syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam. Serta  berguna untuk 
bahan masukan Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan ke depan. 
2. Manfaat praktis 
a. Menambah  motivasi  bagi  bank  untuk  meningkatkan  sistem operasional 
pembiayaan gadai emas syariah  yang sesuai dengan akad rahn dan ijarah 
yang tercantum dalam teori. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk kegiatan 
penelitian selanjutnya. Terutama bagi mahasiswa fakultas syariah. 
E. Kerangka Teori 
a. Gadai syariah (Rahn) 
 Gadai syariah (Rahn) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Adapun pengertian rahn 
menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al Mughni adalah sesuatu benda 
yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk di penuhi dari harganya, 
apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang 
berpiutang.
6
 
b. Gadai Emas Syariah 
                                                          
6
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia,..hlm.153. 
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 Dalam meneliti penulis ingin menyajikan tentang gadai syariah (Rahn). 
Dalam hal ini yakni gadai emas syariah. Gadai emas di perbankan syariah 
merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk 
perhiasan atau batangan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang tunai 
dengan cepat dan mudah. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa 
fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah 
dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (rahn).  
 Dalam mekanisme rahn, bank syariah sebagai murtahin mempunyai hak 
menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya 
tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh 
murtahin, kecuali dengan seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya atau hanya 
sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan 
dan perawatan marhun adalah kewajiban rahin. Biaya tersebut tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih telah jatuh 
tempo, maka murtahin segera mengingatkan rahin untuk melunasinya. Jika 
tidak dapat melunasi, maka marhun dijual paksa melalui lelang secara syariah 
dan hasilnya untuk melunasi marhun bih. Apabila hasil lelang ada lebihnya, 
maka itu menjadi milik rahin dan sebaliknya.
7
 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 
                                                          
7
 Yadi Jawari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), hlm.105 
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 Gadai emas diperbolehkan Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas 
adalah sebagai berikut: 
1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN Nomor: 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Yakni dengan ketentuan: 
a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. 
b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada 
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin 
kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan 
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
c) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. 
d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
e) Penjualan Marhun: 
10 
 
 
 
i. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin 
untuk segera melunasi utangnya. 
ii. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 
Marhun dijual paksa/dieksekusi melaui lelang sesuai syariah. 
iii. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 
serta biaya penjualan. 
iv. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangan menjadi kewajiban Rahin.  
2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 
penggadai (rahin). 
3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada 
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.8 
F. Tinjauan Pustaka 
Berikut beberapa penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan:  
Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya pada PT. BSM KCP Palembang 
oleh Oktaviani Elvita tahun 2016. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana praktik gadai emas di BSM cabang Palembang. Menyimpulkan bahwa gadai 
                                                          
 
8
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Rahn”, dsnmui, 2013: 
http://www.dsnmui.or.id/.  (diakses tanggal 12 Desember 2016).  
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emas syariah adalah pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada 
nasabah untuk modal kerja atau kebutuhan konsumtif. Untuk mendapatkan pembiayaan 
melalui gadai emas syariah di BSM cabang Palembang, maka ada beberapa persyaratan 
dan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pelaksanaan gadai oleh BSM ini hanya sejenis barang tidak bergerak saja, dalam hal ini 
hanya menerima barang gadai berupa emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan. 
Kemudian secara umum pelaksanaan praktik gadai emas syariah di BSM ini telah 
sesuai dengan syariah karena telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas 
syariah yang kemudian didukung oleh jiwa nasabah atas kuesioner yang peneliti ajukan.  
 Yang menjadi pembeda dengan skripsi ini adalah bahwa dalam 
penelitiannya membahas tentang praktek gadai secara umum di BSM, mulai dari 
syarat dan prosedurnya bagaimana. Penelitiananya ini dilakukan di BSM 
Palembang. Tidak menggunakan teori fatwa DSN-MUI analisis. Hanya meneliti 
secara umum pegadaian di BSM Palembang.  
 Analisis Akad pada Produk BSM Gadai Emas Menurut Fatwa DSN MUI 
No.26/DSN-MUI/III/2002 Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Yogyakarta 
oleh Dina Khairunnisa tahun 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. 
Bagaimana konsep akad rahn emas dalam pembiayaan gadai emas syariah pada 
BSM cabang Yogyakarta. 2. Bagaimana penerapan akad rahn emas dalam 
pembiayaan gadai emas syariah pada BSM cabang Yogyakarta. 3. Bagaimana 
12 
 
 
 
kesesuaian praktek rahn dalam pembiayaan gadai emas syariah cabang Yogyakarta 
menurut fatwa DSN MUI. Menyimpulkan bahwa: 1. Konsep akad rahn dalam 
pembiayaan gadai emas syariah di BSM KCP Yogyakarta memiliki tiga akad dalam 
SBGE yang tertulis, yaitu akad qardh dalam pemberian pembiayaan, lalu akad Rahn 
dalam penahanan jaminan emas dan yang terakhir akad ijarah  sebagai jasa 
pemeliharaan gadai yang digadaikan. Akad-akad gadai emas diatas sesuai dengan 
fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 2. Penerapan akad 
rahn emas dalam pembiayaan gadai syariah masih belum bisa dikatakan syariah, 
karena pengambilan ujrah yang seharusnya diambil dari taksiran nilai barang. Akan 
tetapi di BSM pengambilan ujrah dilakukan perhitungan sesuai besar pinjaman yang 
diterima nasabah.  
 Tinjauan Fatwa No. 25-26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Akad 
Ijarah Pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas Bank BRI Syariah KCP Surabaya 
Diponegoro oleh Fatah Ahmad Fadholi Tahun 2017. Untuk rumusan masalahnya 
adalah: 1. Bagaimana implementasi akad ijarah pada produk gadai emas di bank 
BRI Syariah KCP Surabaya Diponegoro. 2. Bagaimana tinjauan fatwa no.25-
26/DSN/MUI/III/2002 terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk 
gadai emas di bank BRI syariah KCP Surabaya Diponegoro. Menyimpulkan bahwa 
implementasi akad ijarah dalam biaya sewa tempat ini dikenakan sebagai penukaran 
manfaat untuk masa tertentu atas obyek ijarah, karena obyek ijarah memerlukan 
13 
 
 
 
tempat penyimpanan yang aman. Selanjutnya tinjauan fatwa DSN MUI atas akad 
ijarah yaitu pada fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua angka 4 menjelaskan 
bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir 
pertama nomor tiga juga telah dijelaskan bahwa ongkos sebagaimana dimaksudkan 
besarnya pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Tetapi pada praktiknya 
bank BRI Syariah dalam menentukan biaya sewa masih mengambil atau 
memperhitungkan dari jumlah nilai pinjaman sehingga pada akhirnya cara tersebut 
tidak sesuai dengan apa yang ada dalam fatwa tersebut. 
 . Bahwa dalam penelitian ini sedikit berbeda dalam penelitiannya. Penulis 
terdahulu memilih bank BRI syariah sedangkan penulis dalam meneliti ini akan 
meneliti di Bank Mandiri Syariah. Ada perbedaan dalam sistem pengambilan ujrah 
di BRI dan BSM.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penulis dalam meneliti dengan menggunakan penelitian lapangan. Yaitu 
penelitian yang mengambil data dari lapangan.  
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, 
yaitu: 
14 
 
 
 
a. Data Primer 
Data primer yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri yaitu karyawan 
bagian pelayanan gadai emas Bank Syariah Mandiri Solo Nusukan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, brosur, struktur 
organisasi perusahaan, dan data-data lain yang berkaitan dengan gadai emas. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
data yang diperoleh dengan cara: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.
9
 
Berdasarkan pada kajian ini, maka penulis melakukan wawancara kepada 
karyawan bagian pelaksana gadai emas di Bank Syariah Mandiri yaitu bapak 
Deddy Natalia. Karena merupakan karyawan yang mengerti atau yang 
meleyani nasabah apabila ada yang gadai emas di BSM KCP Solo Nusukan.  
b. Dokumentasi 
                                                          
9
 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). Hlm 5.  
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Dokumentasi ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber 
dari BSM KCP Solo Nusukan yang berhubungan dengan penelitian, seperti 
arsip maupun laporan tahunan dari BSM KCP Solo Nusukan.  
4. Teknik Analisis Data  
 Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
10
 
 Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu 
setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul kemudian disusun dan 
diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis kemudian diinterpretasikan dengan kata-
kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek-objek penelitian penelitian 
sehingga dapat diambil kesimpulan secara proposional dan logis. 
 Dalam menganalisa data yang diperoleh dilapangan, penulis memaparkan 
data yang diperoleh mengenai penerapan akad rahn emas dan kesesuaian 
praktek di Bank dengan Fatwa DSN MUI di BSM KCP Solo Nusukan. 
Kemudian ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara langsung tersebut.  
 
                                                          
10
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2010), hlm 334.  
 
16 
 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi 
yang memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi skripsi dalam 
penelitian. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi beberapa bab, 
yaitu 5 bab sebagai berikut: 
 BAB I  Pendahuluan, Bab ini merupakan Pendahuluan, yang merupakan bab 
yang pertama dalam penulisan skripsi ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar 
tercapai. Dalam bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
 BAB II Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti selanjutnya 
memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari peneliti ini. Dari 
kajian teori ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang permasalahan yang 
ditemukan dalam objek penelitian. Pada kajian teori ini berupa teori tentang Gadai 
(Rahn), Rahn Emas, Fatwa DSN-MUI. Sehingga dengan teori ini, bisa dijadikan 
sebagai alat untuk menganalisis dan memberikan penjelasan bagian data yang telah 
dikumpulkan. 
 BAB III Dalam bab ini penulis membahas tentang deskripsi mengenai 
gambaran umum, kegiatan usaha dan program-program yang ada juga syarat-syarat 
dalam mengajukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo Nusukan.  
17 
 
 
 
 BAB IV Bab ini merupakan inti dari penulisan dan pembahasan skripsi, 
dimana penulis mengemukakan analisis tentang bagaimana penerapan akad Gadai 
Emas (Rahn Emas) serta kesesuaian praktek dalam penerapan rahn emas apakah 
sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang dilakukan oleh BSM Cabang Solo 
Nusukan. 
 BAB V Penutup, kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk 
praktik gadai emas (Rahn Emas) syariah. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD GADAI  
DAN FATWA DSN-MUI TENTANG GADAI 
 
A. Pengertian  
1. Gadai  
 Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan Rahn dan al-habsu. 
Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu 
berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. 
 Gadai menurut hukum positif adalah suatu hak yang diperoleh 
seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 
kepada oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya 
dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada 
orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 
1150 KUH perdata).
11
 
                                                          
11
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia,. hlm.113. 
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 Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, 
yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, Rahn menurut hukum Islam 
dapat dilaksanakan tanpa melaui suatu lembaga.
12
 
 Gadai menurut Susilo, sebagaimana dikutip oleh Muhammad 
Sholikul Hadi, adalah suatu hak yang diperoleh oleh sesorang yang 
mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak 
tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang 
mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai 
utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada 
orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 
diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak 
dapat melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.
13
 
 Kemudian gadai dalam Islam itu sering disebut dengan Rahn. (gadai 
Syariah). Gadai syariah (Rahn) adalah menahan harta salah satu milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya.  
 Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab 
al Mughni
14
 adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu 
hutang untuk di penuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak 
                                                          
12
 Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT Salemba Emban 
Patria, 2002), hlm. 116.  
13
 Ibnu Qadamah, Al Mughni, (Jakarta:Pustaka Azzam ,2009).hlm 26 
 
14
 Ibid.    
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sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.  Sedangkan menurut 
Imam Abu Zakaria al-Anshory dalam kitabnya Fathul Wahab, rahn 
adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan 
dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak 
dibayar.  
2. Pengertian Gadai Emas syariah 
 Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan 
dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan 
emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (rahn).
15
 
 Gadai Emas (Rahn emas) merupakan kegiatan pemberian utang 
dengan akad gadai dalam perbankan syariah dengan jaminan emas yang 
pada transaksinya dapat dikenakan biaya penyimpanan. Terdapat tiga 
transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan rahn emas, yaitu pinjaman 
yang diberikan diikat dengan akad qardh, penyerahan jaminan emas 
diikat dengan akad rahn sebagai jaminan atas pinjaman yang telah 
diberikan, dan atas penyimpanan emas tersebut diikat dengan akad 
ijarah atau sewa menyewa.
16
  
                                                          
15
 Bank Syariah Mandiri, “BSM Gadai Emas”, Syariah Mandiri, 2010:                    
https://www.syariahmandiri.co.id/. (diakses tanggal 07 Desember 2017).  
16
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia..., hlm.151.  
 
21 
 
 
 
3. Akad Rahn (gadai syariah) 
 Akad dalam gadai syariah disini dilihat dari segi ketergantungan 
dengan yang lain dibagi menjadi dua sebagi berikut: 
a. Akad Asliyah, yaitu akad yang bisa berdiri sendiri, tidak 
memerlukan adanya sesuatu yang lain. Misalnya dalam gadai 
syariah yakni akad ijarah. 
b. Akad tab’iyah, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena 
memerlukan sesuatu yang lain, seperti rahn tidak bisa dilakukan 
apabila tidak ada utang.
17
 
 Akad qardh adalah merupakan akad atau transaksi yang berkekuatan 
hukum mengikat kepada kedua belah pihak. Artinya si pemberi hutang 
ketika sudah melakukan kesepakatan dengan pihak yang hutang, maka 
pihak yang memberi hutang tidak boleh serta merta atau seenaknya 
sendiri menarik kembali hutang tersebut dari pihak penghutang. 
Sebaliknya si penghutang ada kewajiban untuk mengembalikan hutang 
tersebut kapan saja (maksimal) pada saat jatuh tempo) yang disepakati, 
jika telah mampu untuk membayarnya. Akad qardh biaya 
administrasinya dibebankan kepada nasabah. 
                                                          
 
17
 Gemala dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media 
Group,2006),hlm.151.  
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 Akad rahn adalah Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik 
si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 
yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh 
atau sebagian utangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang 
bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. 
 Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan 
atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa atau imbalan jasa tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hal gadai akad ijarah yakni 
dalam hal penyimpanan emas.
18
 
B. Dasar Hukum Rahn (gadai syariah) 
1. Dalil al-Qur‟an 
Sebagaimana dalam al-Qur‟an surat al-baqarah 283 berbunyi: 
ى ٌ َ  ُ نْ  َىٌا  َِ  َى  ًِ   َىو  ُ ِ َىنْ  ََ ى ٍ َ َى ٰ َ َىنْ  ُنْ  ُى نْاِإ َ ۖ....  
 
 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....... 
 
2. Dalil as-Sunah 
 
Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi 
untuk ditukar dengan gandum. 
                                                          
18
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 43.  
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ى  ًنْرِدىُه َ ََر َىٍلَجَأى  َِإىِّيِد نْ ُهبُيى نْن ِى  ً ََعطىى َبُ نْشوى َمَّ  َ َىِهنْي َ َُىللهوىمَّلَصىللهوىَل نْ  َُرىمَّاَأ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ٍنْي َِحى نْن ِىىىى
ىىىىى 
 
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan 
berutang  dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju 
besi kepadanya. (HR Bukhari dan Muslim).
19
 
 
3. Ijma‟ Ulama     
 Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. 
Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian 
pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai 
disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu 
bepergian.
20
 
4. Kaidah Fiqh 
 َهِمنِْي نْح َى  َ َىٌلنِْي َدى مَّل َُيى نْاَأىمَّلَِإى َُح َ ِلإنْوىِتَلا َ َعُمنْ وى  ِىُلنْصَلأو 
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.
21 
                                                          
 19 Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn 
 
20
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah..., hlm.52 
 
21
 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-
Maslah Yang Praktis, (Jakarta:Kencana,2007). Hlm. 52.  
24 
 
 
 
 
 
 
 
C. Rukun dan Syarat Rahn (gadai syariah) 
1. Dalam menjalankan gadai syariah pegadaian harus memenuhi rukun 
rahn (gadai syariah) : 
a. Ar-Rahn (yang menggadaikan): Orang yang telah dewasa, 
berakal, bisa dipercaya, mamiliki barang yang akan digadaikan. 
b. Al-Murtahin (yang menerima gadai): Orang, bank, atau lembaga 
yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan 
jaminan barang (gadai) 
c. Al-Marhun (barang yang digadaikan): Barang yang digunakan 
rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. 
d. Al-marhun bih (utang): Sejumlah dana yang diberikan murtahin 
kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. 
e. Sighat, Ijab, dan Qabul: Kesepakatan antara rahin dan murtahin 
dalam melakukan transaksi global.
22
 
2. Syarat Rahn (gadai syariah) 
Adapun syarat gadai syariah menurut Rusyd adalah:  
                                                          
22
 Mohammad, Anwar, Fikih Islam, (Al Maarif: Bandung,1988).hlm 56.  
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a. Rahn dan Murtahin: Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, 
yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut 
kemampuan, yaitu berakal sehat. 
b. Sighat: Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga 
dengan suatu waktu di masa depan. 
c. Marhun bih (utang): 
1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan 
kepada pemiliknya. 
2) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi utang 
tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. 
3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila 
tidak dapat diukur atau tidak kualifikasi rahn itu tidak sah.
23
 
d. Marhun (barang)  
 Menurut ulama syafi‟iyyah, marhun (barang) gadai bisa sah 
dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, 
karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan 
penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, ketiga, 
                                                          
23
 Ibid.  
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barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba asa 
pelunasan hutang gadai.
24
 
3. Syarat-syarat barang rahn antara lain: 
a. Harus bisa diperjualbelikan. 
b. Harus berupa harta yang bernilai. 
c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa 
barang haram. 
d. Harus diketahui keadaan fisiknya. 
e. Harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus atas izin pemiliknya. 
 Sedangkan syarat yang diperselisihkan, maka perinciannya sebagai 
berikut: 
1) Ulama Dzahiri berpendapat bahwa diantara syarat gadai adalah 
gadai tersebut dilaksanakan dalam keadaan tidak ditemukannya 
penulis. Mereka berpendapat bahwa gadai itu tidak 
diperbolehkan kecuali dalam keadaan tidak didapatkan seorang 
penulis. 
2) Imam Malik berpendapat bahwa diantara syarat sah gadai adalah 
kelangsungan penguasaan atas barang. Artinya, penerimaan 
gadai berhak menguasai barang gadai selama rahin belum 
                                                          
 
24
 Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan  Syariah: Dalam  Pusaran Perekonomian Global Sebuah 
Tuntutan dan Realitas, (Surabaya: CV Putra  Media Nusantara, 2009), hlm. 128.  
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melunasi hutangnya. Jika barang gadai telah kembali beralih 
kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan 
peminjaman (ariyyah), penitipan atau lainnya, maka akad gadai 
tidak mengikat lagi.  
3) Imam Syafi‟i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan 
tidak menjadi syarat sahnya gadai.
25
 
D. Persamaan dan perbedaan gadai konvensional dan Syariah 
1. Persamaan gadai konvensional dan syariah 
a. Hak gadai atas pinjaman. 
b. Adanya agunan sebagai jaminan utang. 
c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. 
d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. 
e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan 
boleh dijual atau dilelang. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
25
 Sayyid, Sabiq, Fikih sunnah, (Al Maarif: Bandung,1987),hlm. 143. 
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2. Perbedaan gadai konvensional dan syariah 
Tabel 1 
Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah 
 
Gadai Konvensional Gadai Syariah (Rahn) 
a. Gadai menurut hukum 
perdata di samping berprinsip 
tolong menolong juga 
menarik keuntungan dengan 
cara menarik bunga atau sewa 
modal. 
a. Rahn dalam hukum Islam 
dilakukan secara sukarela atas 
dasar tolong menolong tanpa 
mencari keuntungan.  
b. Dalam hukum perdata, hak 
gadai hanya berlaku pada 
benda yang bergerak. 
b. Dalam hukum Islam, rahn 
berlaku pada seluruh benda, 
baik bergerak maupun tidak 
bergerak. 
c. Dalam gadai konvensional 
terdapat bunga. 
c. Dalam rahn tidak ada istilah 
bunga. 
d. Gadai menurut hukum d. Rahn menurut hukum Islam 
29 
 
 
 
perdata dilaksanakan melalui 
suatu lembaga yang disebut 
Perum Pegadaian. 
dapat dilaksanakan tanpa 
melalui suatu lembaga.  
Sumber: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,2003:152 
E. Mekanisme operasional Rahn 
 Mekanisme perjanjian Rahn ini dapat dirumuskan apabila telah 
diketahui beberapa hal yang terkait diantaranya: 
1. Syarat rahin dan murtahin. 
2. Syarat marhun dan utang. 
3. Kedudukan marhun 
4. Resiko atas kerusakan marhun. 
5. Pemindahan hak milik marhun. 
6. Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian rahn. 
7. Pemungutan hasil marhun. 
8. Biaya pemeliharaan marhun. 
9. Pembayaran utang dari marhun. 
10. Hak murtahin atas harta peninggalan.26 
F. Berakhirnya Akad Rahn (gadai syariah) 
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 Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam,.. hlm.117. 
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 Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah 
diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang 
berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang 
tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia 
memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. 
 Dan seandainya izin tidak deberikan oleh si pemberi gadai maka si 
penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si 
pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si 
penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.
27
  
 Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan 
ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, 
maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya 
sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi 
hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk 
membayar kekurangannya.
28
 
 Menurut Sayyid dalam buku Muhammad Sholikul Hadi dengan judul 
Pegadaian Syariah, hak gadai akan berakhir jika:  
1) Rahin (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua 
kewajibannya kepada murtahin (yang menerima gadai). 
                                                          
 
27
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia..., hlm. 120.  
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2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi, baik rahin maupun 
murtahin atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara‟ dan 
akad yang telah disepakati oleh keduanya.
29
 
 
G. Pengaturan hukum tentang rahn (gadai syariah)  
 Berikut peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum tentang 
rahn emas syariah di Bank Syariah: 
1. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor.10/17/PBI/2008 tentang 
Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.  
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.  
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang 
Produk Qardh beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.  
4. Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.  
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSNMUI/2002 tentang Rahn Emas.  
H. Fatwa DSN-MUI tentang Gadai Syariah 
1. Profil DSN-MUI 
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 Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada tahun 1999, merupakan lembaga yang 
beranggotakan para ahli hukum Islam (Fuqaha) serta ahli dan praktisi 
ekonomi terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank. DSN 
berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan 
memajukan ekonomi umat, bertugas untuk menggali, mengkaji, dan 
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk 
dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga 
keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.
30
 
 DSN MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam 
pembentukan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa 
tugas dan wewenang. Dalam pedoman dasar DSN MUI yang termuat 
dalam Bab IV Keputusan DSN MUI No: 01 Tahun DSN MUI sebagai 
lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembentukan fatwa di bidang 
ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang.  
 Dalam pedoman dasar DSN MUI yang termuat dalam Bab IV 
Keputusan DSN MUI No: 01 Tahun 2000, Tugas dan Wewenang  DSN-
MUI adalah sebagai berikut: 
a. Dewan Syariah Nasional bertugas: 
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1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya 
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan  
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah 
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.31 
b. Wewenang Dewan Syariah Nasional 
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing 
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 
hukum pihak terkait. 
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan 
atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang, seperti Depertemen keuangan dan Bank 
Indonesia. 
3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi 
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu 
lembaga keuangan syariah. 
4) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk 
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otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar 
Negeri. 
5) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan 
syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang 
telah dikeluarkan oleh DSN.  
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 
2. Peran fatwa Dewan Syariah Terhadap Ekonomi Syariah 
 Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang cepat, khususnya 
perbankan, gadai, asuransi dan pasar modal sejak tahun 2000-an. Maka 
para praktisi ekonomi syariah, baik masyarakat maupun pemerintah 
(regulator) membutuhkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Maelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan praktik dan produk 
lembaga keuangan syariah.
32
 
 Munculnya produk-produk baru di perbankan syariah seperti 
Mudhrabah Musytarakah, kartu kredit syariah, letter of credit syariah 
dan salam mawazi. Dilihat dari kelahiran produk-produk baru tersebut 
memang terbilang baru diluncurkan oleh bank syariah, namun produk 
tersebut tidak tergolong baru jika dibandingkan dengan produk bank 
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konvensional, karena bank konvensional sudah menerapkan lebih 
dahulu. Dilihat dari akda yang digunakan, produk-produk tersebut 
menggunakan model akad baru atau akad yang sudah ada dikembangkan 
lagi.
33
 
 Seiring dengan modernnya dunia bisnis yang ditandai dengan 
munculnya produk-produk baru di lembaga keuangan, akan memicu 
persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu. Keabsahan kegiatan 
ekonomi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ditentukan sejauh 
mana kesesuaiannya dengan akad-akad yang membangun dan terhindar 
dari larangan hukum Islam
34
  
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn Emas.  
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang 
ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang 
rahn emas, yaitu: 
Pertama: Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (Fatwa DSN 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Yakni dengan ketentuan: 
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a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. 
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin 
Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya 
itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan penyimpanan tetap 
menjadi kewajiban Rahin. 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. 
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
e. Penjualan Marhun, dengan ketentuan: 
1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin 
untuk segera melunasi utangnya. 
2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 
Marhun dijual paksa/dieksekusi melaui lelang sesuai syariah. 
37 
 
 
 
3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 
serta biaya penjualan. 
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangan menjadi kewajiban Rahin.  
f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah 
Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah (sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah 
Nasional/BASYARNAS).  
Kedua: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung 
oleh penggadai (rahin). 
Ketiga: Ongkos sebagaimana dimaksud ayat kedua besarnya didasarkan 
pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
Empat: Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan 
akad Ijarah.
35
 
4. Dasar DSN-MUI dalam menetapkan fatwa sebagai berikut: 
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Ada tiga pendekatan yang dilakukan DSN-MUI dalam merespon 
problematika hukum ekonomi yang baru: 
a. Mencari solusinya melalui dalil yang qathi (pasti, tegas, dan jelas). 
Jika adamaka dalil inilah yang dijadikan pegangan. 
b. Mendasarkan pendapat para ulama (aqwal ulama). Bila terdapat 
perbedaan diantara ulama maka dicari titik persamaannya dan 
dilakukan terjih (memilih pendapat yang paling kuat). 
c. Jika poin pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan 
pendekatan ilhaqi (mencari padanan kasus serupa dalam hukum 
Islam klasik yang juga merupakan hasil ijtihad ulama). 
I. BANK SYARIAH 
1. Pengertian Bank Syariah  
 Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank 
bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak 
yang berkekurangan dana.  Kata syariah dalam versi bank syariah di 
Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh 
pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 
39 
 
 
 
pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum 
Islam.
36
  
 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) 
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
37
  
 Bank syariah juga bisa diartikan, Bank syariah adalah bank yang 
aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, 
penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan 
yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.
38
 
 Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif 
baru, yaitu baru awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia 
merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk 
mendirikan bank syariah di Indonesian dilakukan oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang 
bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada 
awal tahun 1980. Bank syariah pertama didirikan di Indonesia 
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merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani 
tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat 
sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di 
Indoneia.
39
 
 Dalam bank syariah sumber dana berasal dari modal inti (core 
capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (wadi’ah) 
dan kuasi ekuitas (mudarabah account). Modal inti adalah modal yang 
berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh 
pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya 
akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui 
pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya, dapat 
dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham 
baru. Cadangan adalah sebagian laba yang tidak dibagi, yang disisihkan 
untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. Dana pihak 
ketiga terdiri dari: Titipan/wadi’ah yaitu dana titipan masyarakat yang 
dikelola oleh bank, Investasi/mudarabah yaitu dana masyarakat yang 
diinvestasikan.
40
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 Sejak tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mulai 
menggunakan udang-undang yang khusus tentang Perbankan Syariah. 
Bank syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. Disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008, bahwa 
bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-
bentuk kredit/atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak.
41
 
2. Fungsi  Bank syariah 
 Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentag Perbankan 
Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga 
dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu 
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana 
sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah) dan menyalurkan 
kepada organisasi pengelola zakat.  
 Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip 
ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:  
Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai 
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waktu dari uang (time-value of money), konsep uang sebagai alat tukar 
bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang 
bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk 
satu barang, dan tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 
42
 
3. Bentuk-bentuk produk Bank Syariah 
 Pertumbuhan produk perbankan syariah dan lembaga keuangan 
syariah lainnya di Negara Republik Indonesia, yang penduduknya 
mayoritas Muslim, bahkan Muslimnya terbesar di dunia. Produk syariah 
baru dikenal di Indonesia di awal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat 
Indonesia berdiri. Berawal dari produk perbankan syariah, saat kaum 
Muslimin Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk 
investasi secara syariah, diantaranya: 
a. Pasar Modal 
b. Reksadana Syariah 
c. Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah 
d. Asuransi dan Dana Pensiun Syariah 
e. Gadai Syariah43 
 Sedangkan produk umum dari bank syariah sendiri merupakan 
penggabungan berkenaan cara penghimpunan dana dan penyaluran dana 
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yang dilakukan oleh Bank syariah. Produk-produk yang dimaksud telah 
mendapat rekomendasi para ulama, atau dalam hal ini telah telah 
mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan 
produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Produk-
produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari 
Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain: Mudharabah, 
Murabahah (pembiayaan dengan margin), Musyarakah, Wadiah, Ijarah,  
Qard Al-hasan, jasa bank.
44
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BAB III 
PELAKSANAAN AKAD RAHN EMAS 
DI BSM KCP SOLO NUSUKAN 
 
 
A. Gambaran Umum BSM KCP Solo Nusukan 
1. Sejarah berdirinya BSM  
 Sebelumnya merupakan salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti 
(BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank 
Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi terkena dampak krisis yang terjadi 
tahun 1997-1998. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan 
upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.
45
 
 Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat 
bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 
menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 
Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan 
menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru 
BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 
konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 
Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 
syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas 
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diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum 
untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). 
 Selanjutnya Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan 
konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. 
Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan 
sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank 
konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan 
nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: 
Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB 
menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui 
SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.  
 Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 
1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah 
Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah 
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H 
atau tanggal 1 November 1999. 
 Maka dengan itu BSM hadir dengan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung 
tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank 
Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. 
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 Sejak berdirinya dan diresmikannya Bank Syariah Mandiri semakin tahun  
semakin  mendapatakan  perkembangan  yang  baik.  Di  tahun  2011 Bank  
Syariah  Mandiri  telah  membuka  cabang  baru  di  Solo,  yang mana  
bertempat  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Solo Nusukan, Alamat : Jl. Kapten 
Piere Tendean No.199, kel. Nusukan Kota Surakarta/Solo, Jawa Tengah-57135. 
Telp: (0271) 730094.  
2. Visi dan Misi BSM  
a. Visi: 
Bank syariah terdepan dan modern 
b. Misi:  
a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 
yang berkesinambungan. 
b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah. 
c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 
pembiayaan pada segmen ritel. 
d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 
sehat. 
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f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.46  
3. Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri menunjukan adanya garis 
wewenang dan tanggung jawab serta kecapakan bidang pekerjaan. Struktur 
organisasi ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan 
dan memperjelas peran masing-masing dalam organisasi. Adapun sruktur yang 
ada di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan yaitu: 
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Gambar 1 
Struktur Organisasi BSM Branch Solo Nusukan 
   
4. Nilai-nilai Perusahaan 
a. Excellence 
Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil 
terbaik. 
b. Teamwork 
Aktif, bersinergi untuk sukses bersama. 
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c. Humanity 
Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.  
d. Integrity 
Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab. 
e. Customer Focus 
Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling 
menguntungkan
47
 
5. Produk-Produk BSM  
a. Pendanaan  
1) Tabungan 
a) Tabungan BSM 
b) BSM Tabungan Berencana 
c) BSM Tabungan Simpatik 
d) BSM Tabungan Investa Cendekia 
e) BSM Tabungan Pensiun 
f) BSM Tabunganku 
g) BSM Tabungan Mabrur 
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49 
 
 
 
2) Deposito 
a) BSM Deposito 
b) BSM Deposito Valas 
b. Pembiayaan 
1) BSM Implan 
2) Pembiayaan kepada Pensiunan 
3) Pembiayaan Griya BSM 
4) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi 
5) Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
6) BSM Gadai Emas 
7) BSM Cicil Emas 
8) Pembiayaan Mikro Umroh48 
c. Jasa 
1) Jasa Produk 
a) BSM Card 
b) BSM Sentra Bayar 
c) BSM SMS Banking 
d) BSM Mobile Banking 
e) BSM Net Banking 
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f) Pembayaran melalui menu pemindahbukuan di ATM  
g) BSM Jual Beli Valas 
h) BSM Elektronic Payroll 
i) Transfer Uang Tunai 
j) BSM E-money 
2) Jasa Operasional 
a) BSM Transfer Lintas Negara Western Union 
b) BSM Kliring 
c) BSM Inkaso 
d) BSM Intercity Clearing 
e) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement) 
f) Transfer dalam Kota (LLG) 
g) BSM Transfer Valas 
h) BSM Pajak Online 
i) BSM Referensi Bank 
j) BSM Standing Order 
k) BSM Payment Point 
l) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)49 
3) Jasa Investasi 
a) Reksadana  
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b) Sukuk Negara Retail 
c) Pasar Perdana 
d) Pasar Sekunder 
e) Sukuk Tabungan50 
B. Praktik gadai emas syariah di BSM KCP Solo Nusukan 
1. Pelaksanaan gadai emas  
a. Syarat dan ketentuan 
1) Buka rekening 
2) Pembiayaan mulai dari 500 ribu. 
3) Jaminan emas (perhiasan atau lantakan) minimal 16 karat atau setara 
dengan 70% kadarnya. 
4) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang). 
5) Kartu identitas nasabah 
b. Karakteristik 
1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn 
dan akad ijarah. 
2) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat 
pencairan. 
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3) Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar saat 
pelunasan. 
4) Cukup dengan membayar biaya pelunasan pemeliharaan dan 
administrasi bila s.d. 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.
51
 
c. Akad yang digunakan dalam gadai emas syariah adalah: 
1) Akad qardh dalam rangka Rahn.  
Qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari 
bank untuk nasabah. Qardh disini bukan bersifat untuk mengangsur 
tetapi wajib untuk mengembalikan.  
2) Akad ijarah digunakan untuk biaya titip barang.52 
d. Akad gadai emas syariah di BSM KCP Solo Nusukan ada tiga akad yang 
tertulis disurat bukti gadai emas yaitu: 
1) Akad qardh 
 Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara PT. bank 
Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta pusat, beralamat di Jl.M.H. 
Thamrin No.5, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakilkan oleh pejabat 
bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir 
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akad ini. Untuk melanjutkan disebut Bank. Dan nasabah yang identitas 
lengkapnya disebutkan pada lembar form permohonan gadai emas, 
selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut Nasabah. 
 Pemberian pembiayaan tersebut tunduk dengan syarat dan ketentuan 
sebagai berikut: 
a) Guna  menjamin  pelunasan  atas  pembiayaan  yang  
diberikan oleh  bank,  maka  nasabah  dengan  ini  
menyerahkan  barang jaminan berupa emas dengan prinsip  
rahn  (gadai) kepada bank sebagaimana dirinci di lembar 
SBGE. 
b) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa 
jaminan yang diserahkan adalah milik dan hak pribadi 
nasabah, belum dialihkan  atau  dijual  dan  tidak  memberi  
kuasa  untuk memindahtangankan  depada  pihak  manapun,  
tidak  dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak digadaikan 
dengan pihak manapun  dan  diperoleh  secara  sah  dan  
tidak  melawan hukum. 
c) Nasabah menyatakan menjamin bahwa emas benar-benar 
asli, jika  terjadi  kecurangan  atau  emas  dinyatakan  palsu  
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maka nasabah  wajib  mengganti  kerugian  yang  
ditimbulkan  dan menanggung segala risiko atasnya.
53
 
d) Nasabah wajib melunasi hutangnya saat jatuh tempo 
sekaligus dalam jangka 4bulan terhitung sejak ditandatangani 
SBGE. 
e) Dalam hal waktu jatuh tempo nasabah melunasi saat jam 
kerja bank, membayar sehari sebelum jika jatuh pada  non 
hari kerja. 
f) Dalam hal nasabah belum membayar hutang sekaligus pada 
saat jatuh tempo, maka nasabah melakukan maksimal 2 kali 
perpanjangan dengan cara: 
i. Nasabah dapat melakukan permohonan perpanjangan 
kepada bank. 
ii. Bank dapat melakukan perpanjangan otomatis sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
g) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung 
dari rekening nasabah. Maka dengan ini nasabah 
memberikan kuasa kepada bank dalam mendebet sejumlah 
uang terutang sebagian atau seluruhnya. Kuasa ini tidak 
dapat dibatalkan/ditarik/dikembalikan karena sebab apapun 
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yang ditentukan dalam undang-undang. Pengambilan barang 
jaminan dilakukan oleh nasabah bersamaan pelunasan 
pembiayaan. Apabila nasabah tidak mengambil barang 
jaminan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai 
tarif pro rata-rata harian. 
h) Apabila  nasabah  tidak  melakukan  pembayaran  saat  jatuh 
tempo, maka nasabah memberikan kuasa kepada bank yang 
sesuai  dengan  pasal  1813  Kitab  Undang-Undang  Hukum 
Perdata, sehingga: 
i. Bank berhak menjual barang jaminan yang dilakukan saat 
tanggal jual yang tertera di SBGE, baik di depan umum 
maupun di bawah tangan serta cara lain yang pantas 
untuk bank. Uang hasil penjualan akan dipotong segala 
kekurangan pembayaran pembiayaan nasabah dan biaya-
biaya yang timbul. 
ii. Jika  dalam  penjualan  barang  jaminan  tidak  
mencukupi, maka  yang  nasabah  akan  bertanggung  
jawab  atas kekurangan  yang  dimiliki.  Dan  sebaliknya,  
jika penjualan  lebih  dari  hutang  maka  uang  akan 
dikembalikan ke rekening nasabah.  
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iii. Jika  nasabah  tidak  memiliki  rekening,  maka  diberikan 
waktu 1 tahun dalam pengambilan hasil penjualan, jika 
melebihi  waktu  tersebut  maka  hasil  penjualan  akan 
diserahkan  kepada  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional 
(LAZNAS) BSMUmmat. 
i) Nasabah mengakui dan menerima ketentuan dan syarat yang 
berlaku  dalam  hutang  piutang  dan  penyerahan  jaminan  ini 
sesuai  dengan  akad  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum 
Perdata serta ketentuan lainnya. 
j) Nasabah membebaskan dan melindungi pegawai bank terhadap 
pihak ketiga/ahli waris sehunungan dengan jaminan yang tertera 
di surat bukti gadai emas. 
k) Jika terjadi selisih dalam nilai jaminan disebabkan tidak 
menutupi jumlah pembiayaan, maka nasabah wajib melunasi 
selisih dalam pembiayaan tersebut. 
l) Apabila terdapat kesalahpahaman atau penafsiran berbeda dari  
isi,  dan  terjadi  perselisihan  melaksanakan  akad  ini maka akan 
diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila  penyelesaian  
musyawarah/mufakat  tidak menghasilkan  keputusan,  maka  
dengan  ini  pihak  sepakat untuk memilih domisili hukum tetap 
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dan tidak berubah di kantor  panitera  pengadilan  negeri  dimana  
kantor  cabang bank bertempat.
54
 
2) Akad Ijarah 
1) Bahwa bank dan nasabah telah menjanjikan pembiayaan akad 
qardh dengan jaminan berupa emas (rahn). 
2) Bahwa penyimpanan jaminan emas nasabah dikenakan biaya 
administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai dengan 
ketentuan bank. 
3) Ketentuan akad ijarah yang disetujui sebagai berikut: 
a) Nasabah wajib membayar biaya sewa penyimpanan pada 
SBGE, dihitung  per  15  hari  terhitung  sejak  tanggal  
yang  tercantum di SBGE. 
b) Nasabah wajib membayar biaya administrasi sesuai 
dengan yang tercantum di SBGE. 
c) Bank bertanggung jawab atas kehilangan/pencurian atas 
gadai emas dan mengganti kerugian sebesar 100% dari 
nilai taksiran gadai emas sebagaimana disebutkan di 
SBGE. 
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3) Akad Gadai (rahn) 
 Para  pihak  menbuat  dan  menandatangani  akad  ijarah  dan  akad 
qardh  (akad  induk),  serta  aplikasi  permohonan  gadai  emas. Dan 
untuk menjamin barang kembali dengan tertib segala biaya administrasi 
dan denda yang timbul dalam SBGE. Dengan syarat dan ketentuan 
sebagai berikut : 
1) Guna menjamin seluruh hutang nasabah kepada bank berdasarkan 
akad induk, nasabah dengan ini mengingatkan diri dan menjaminkan 
barang yang dirinci dalam SBGE secara sukarela dengan ketentuan 
segala yang melekat dalam kesatuan barang gadai. 
2) Bank berkewajiban mengasuransikan barang jaminan, apabila terjadi 
kerusakan atau kehilangan maka bank wajib mengganti 100% dari 
nilai taksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3) Jika  nasabah  lalai  dalam  melakukan  pembayaran,  dan  barang 
jaminan  tidak  mencukupi  maka  bank  berhak  menjual  barang 
jaminan  sesuai  dengan  nilai  pembiayaan  kepada  nasabah. 
Apabila tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar 
kekurangan tersebut. 
4) Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran saat jatuh tempo, 
maka nasabah memberikan kuasa kepada bank yang sesuai dengan 
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pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak dapat 
dibatalkan.  
5) Dalam menentukan jumlah penjualan barang gadai emas, bank 
berhak menentukan sesuai dengan keterangan tertulis dari pihak bank 
dan jumlah yang tertera dalam SBGE. 
6) Setiap jumlah dari hasil penjualan akan dibayarkan: 
a) Seluruh ongkos, biaya, dan pengeluaran saat terjadinya akad. 
b) Seluruh jumlah pembiayaan yang jatuh tempo dan  wajib 
dibayarkan sebagaimana diatur dalam akad. 
7) Jika  dalam  penjualan  barang  jaminan  tidak  mencukupi,  maka 
yang  nasabah  akan  bertanggung  jawab  atas  kekurangan  yang 
dimiliki. Dan sebaliknya, jika penjualan lebih dari hutang maka uang 
akan dikembalikan ke rekening nasabah. 
8) Akad  ini  merupakan  satu  kesatuan  akad  induk,  SBGE,  dan 
aplikasi permohonan gadai emas. 
9) Nasabah memberikan hak kepada bank untuk menghitung ulang 
barang  gadai  atas  kadar  emas  sesuai  dengan  ketentua  yang 
berlaku. 
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10) Apabila terdapat kesalahpahaman atau penafsiran berbeda dari isi, 
dan  terjadi  perselisihan  melaksanakan  akad  ini  maka  akan 
diselesaikan secara musyawarah/mufakat. 
11) Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh 
nasabah dalam akad dan lampiran yang berkaitan adalah benar dan 
sah. Maka nasabah akan bertanggung jawab atas risiko yang 
timbul.
55
 
2. Mekanisme memperoleh pembiayaan gadai emas di BSM KCP Solo Nusukan: 
a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan 
membawa Emas yang berupa perhiasan atau batangan dengan menunjukan 
Persyaratan yang telah ditentukan. Jika persyaratan sudah lengkap, maka 
nasabah mengisi formulir permohonan gadai. 
b. Barang jaminan diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk ditetapkan nilai 
pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan sebesar 
95% dari nilai taksiran. 
c. Petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-
langkah yang sudah ditentukan. 
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d. Kemudian kalau sudah disetujui dan sudah menetukan biaya administrasi, 
pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai 
dengan yang telah ditentukan.
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3. Prosedur penaksiran barang jaminan emas  
 Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah kepada petugas 
gadai untuk digadaikan terlebih dahulu ditaksir oleh petugas gadai yang sudah 
memiliki keahlian khusus. Cara singkat penaksiran sebagai berikut: 
a. Metode Fisik 
 Barang yang telah diterima dilihat warna apakah itu emas kuning 
atau merah. Apabila emas tersebut putih maka di BSM tidak akan menerima, 
karena kriteria emas yang diterima di BSM hanya emas putih dan Merah. 
Kemudian dicium baunya dan yang terakhir bunyi emas tersebut apabila 
dijatuhkan.  
b. Metode Kimia 
Alat yang digunakan dalam metode ini antara lain: 
1) Cairan kimia 
2) Jarum uji emas 
3) Batu uji 
4) Tissue 
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c. Metode berat jenis 
 Digunakan untuk membandingkan berat jenis emas dengan berat 
kering/bersih emas. Hanya bisa digunakan untuk emas yang tidak berongga 
seperti emas batangan dan perhiasan gelang kerincing. Alat yang digunakan 
timbangan.
57
 
4. Contoh perhitungan 
 Dalam menetapkan biaya kepada nasabah, bank mengenakan biaya sebagai 
berikut: 
a. Biaya administrasi  
 Biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan oleh bank dalam 
pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin).   
Table 2 
Biaya administrasi 
 
Jumlah dana cair Biaya administrasi 
Rp. 500,000-5,000,000 18,000  
Rp. 5,000,000-10,000,000 25,000 
Rp. 10,000,000-20,000,000 35,000 
>100,000,000 125,000 
 
 Pada tabel diatas dapat dilihat biaya administrasi yang diperlukan 
berbeda sesuai berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah 
pinjaman yang diberikan maka semakin besar biaya administrasinya. Hal ini 
menunjukan bahwa biaya administrasi yang dibayarkan nasabah kepada 
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Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan dipengaruhi oleh besar kecilnya 
pinjaman. Biaya administrasi ini dibayarkan pada saat pembiayaan cair. 
b. Biaya pemeliharaan barang 
 Biaya pemeliharaan barang adalah biaya yang dibutuhkan untuk 
merawat barang gadaian selama jangka waktu akad gadai. Biaya 
pemeliharaan dihitung per 15 hari. Biaya pemeliharaan ini ditentukan 
menyesuaikan dengan berat kadar emas yang digadaikan dan jangka waktu 
pembiayaan. Hal ini menunjukan bahwa biaya pemliharaan di Bank Syariah 
Mandiri KCP Solo Nusukan dipengaruhi oleh besar kecil taksiran emas yang 
digadaikan oleh nasabah kepada Bank.
58
 
 Contoh: nasabah membawa emas untuk digadaikan dengan kadar 24 
karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima nasabah dan 
berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan nasabah saat jatuh 
tempo? 
Jangka waktu  : 4 bln (18 periode)  
Taksiran  : karatase/24 x berat emas x harga 
   : (24/24)x 20x 500,000 
   : 10,000,000 
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Pembiayaan yang diterima oleh nasabah 
= Taksiran x FTV 
=10,000,000 x 95% 
=9,500,000 
Biaya pemeliharaan 
= 71,250/15 hari atau 570,000/4 bulan.  
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 26/DSN-
MUI/III2002 TENTANG RAHN EMAS  
DI BSM KCP SOLO NUSUKAN 
 
1. Analisis Akad Qardh 
 Dalam Syarat dan ketentuan akad qardh dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan 
boleh mengambil ongkos biaya pinjaman yang nyata-nyata diperlukan saja, 
tidak boleh mengambil biaya apa saja yang bukan nyata-nyata diperlukan juga 
tidak boleh mengambil keuntungan dari biaya akad qardh ini. 
  Di BSM KCP Solo Nusukan penggunaan Akad qardh dalam rangka rahn 
disini maksudnya akad qardh berlaku karena adanya pinjaman dari nasabah 
kepada bank.
59
 Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara pihak bank 
dan juga nasabah. Bank yang bertindak sebagai pemberi pinjaman dan nasabah 
selaku pihak yang menerima pembiayaan yang identitasnya sudah tertulis di 
formulir pada saat awal permohonan gadai.  
 Penambahan yang disyaratkan pada akad qardh adalah dilarang, karena pada 
hakekatnya sifat dari akad qardh adalah tolong menolong (tabaru’i), sehingga 
setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba. Tetapi di BSM disini dalam 
pelaksanaan gadai emas menggunakan akad ini, tetapi dalam pengambilan biaya 
tidak menjelaskan bagaimana ongkos-ongkos nyata yang harus dikeluarkan itu 
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apa saja. Biaya yang digunakan dari akad ini yaitu digunakan untuk biaya 
administrasi saat pencairan awal untuk pembayaran materai, foto copy dan print. 
Tetapi prakteknya dalam pengambilan biaya adminitrasi ini ditentukan dari 
jumlah pinjaman, apabila semakin besar jumlah pinjaman maka semakin besar 
juga biaya administasinya.  
2. Analisis Akad Ijarah 
a. Biaya atas Marhun  
 Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 nomor tiga dijelaskan bahwa 
bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya 
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan Biaya atau. 
ongkos ini ditanggung oleh penggadai. Biaya yang ditetapkan oleh BSM 
KCP Solo Nusukan untuk nasabah adalah biaya administrasi dan biaya 
ijarah. Biaya administrasi dibayarkan ketika proses awal pencairan 
berlangsung. Kemudian untuk biaya ijarah dibayarkan ketika nasabah 
melunasi utangnya.  
 Dalam prakteknya di BSM KCP Solo Nusukan ongkos dan biaya 
yang dikeluarkan ini berupa biaya penyimpanan/pemeliharaan barang dan 
biaya administrasi yang semuanya ditanggung oleh penggadai. Dijelaskan 
diatas biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk BSM KCP Solo Nusukan 
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bahwa biaya administrasi ditentukan oleh jumlah pinjaman, artinya semakin 
tinggi jumlah pinjaman maka biaya administrasinya juga semakin besar. 
 Di BSM KCP Solo Nusukan disini tidak disebutkan rincian biaya 
yang dikeluarkan dalam akad gadai. Bank hanya menyatakan bahwa biaya 
administrasi meliputi materai, photo copy dan print. Apabila biaya 
administrasi ditentukan dari berapa jumlah pinjaman, seberapa besar jumlah 
pinjamanan tetap sama biaya administrasi apabila hanya digunakan biaya 
materai, photo copy dan print. Ini berarti nasabah tidak mengetahui rincian 
yang nyata-nyata dikeluarkan untuk biaya administrasi. Dalam fatwa 
No.26/DSNMUI/III/2002 disebutkan harus nyata ongkos yang dikeluarkan. 
Disini masih ada yang belum maksimal dalam penentuan biaya administrasi 
di BSM KCP Solo Nusukan. 
 Pada dasarnya dalam penentuan akad ijarah dijelaskan dalam fatwa 
DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai butir ke empat, besar biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 
jumlah pinjaman. Dasar penentu tarif ujrah adalah nilai taksiran, bukan dari 
nilai pinjaman. Prakteknya di BSM Solo Nusukan dalam penentuan biaya 
ujrah didapatkan dari nilai taksiran perhari gadai emas bukan dari jumlah 
pinjaman. Ujrah ditentukan sesuai dengan lamanya pembiayaan dan 
dibayarkan setiap 15 hari dalam jangka waktu 4 bulan. Bisa diperpanjang 2 
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kali. Selanjutnya apabila tidak bisa membayar pinjaman, barang akan 
dilelang. 
 Jadi penggunaan akad ijarah ini digunakan sebagai biaya 
penyimpanan dan pemeliharaan atas obyek gadai. Mengingat bahwa obyek 
gadai memerlukan tempat penyimpanan yang aman. Sehingga bank akan 
menyimpan barang jaminan tersebut kedalam tempat yang disediakan oleh 
BSM KCP Solo Nusukan. 
b. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun 
 Pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua dijelaskan 
bahwa Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 
Nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Bank menyimpan dan 
merawatnya ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses 
penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi penyimpanan, 
biaya perawatan dan kesuluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini bagi 
Bank syariah mengenakan biaya sewa (ijarah) kepada nasabah sesuai 
jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
60
 
 Dalam prakteknya di BSM Solo Nusukan disini Bank sebagai 
murtahin (penerima barang) dan nasabah sebagai rahin (pemberi gadai). 
Bank berhak menahan barang jaminan sampai nasabah tersebut melunasi. 
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 Pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor 
ketiga dijelaskan bahwa Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada 
dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 
Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. Dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama 
nomor dua dijelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Prakteknya 
dalam biaya penetapan pemeliharaan dan penyimpanan tidak sesuai dengan 
jumlah pinjaman tetapi nilai taksiran. Biaya Ijarah ditentukan sesuai lama 
pembiayaan, bisa diperpanjang 2 kali. 
 Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di sini Bank yang 
memelihara dan menyimpannya, namun rahin (penggadai) dikenakan biaya 
atas pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut. Di BSM Solo 
Nusukan Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan 
berdasarkan nilai taksiran atas berat emas. Penetapan biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan BSM Solo Nusukan sesuai yang ditentukan oleh BSM 
Pusat. 
 Barang yang digadaikan nasabah akan disimpan dalam satu ruangan 
anti air sehingga keamanan emas terjaga.
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 Emas yang digadaikan tersebut 
tidak dipergunakan oleh Bank. Bank tidak mengambil manfaat dari barang 
                                                          
 61 Ibid.  
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yang digadaikan nasabah. Bank hanya memberikan tempat penyimpanan 
akan emas yang dijaminkan nasabah atas pembiayaanya. Karena Bank telah 
memberikan fasilitas tempat penyimpanan maka Bank memberikan beban 
kepada nasabah untuk menjaga emas tersebut, berupa biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan barang gadai atau dengan akad ijarah. 
 Menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor 
ketiga dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua BSM 
KCP Solo Nusukan dalam praktiknya untuk pemeliharaan dan penyimpanan 
marhun telah sesuai dengan DSN-MUI.  
3. Analisis Akad Rahn  
a. Pemanfaatan Marhun 
 Pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir pertama, pinjaman 
dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 
dibolehkan. Jadi emas diperbolehkan untuk dijadikan jaminan nasabah untuk 
mendapatkan utang. Emas yang di perbolehkan di BSM Solo Nusukan 
adalah emas perhiasan dan batangan. Emasnya minimal 16 karat, tidak boleh 
emas putih.  
 Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 
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pengganti biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
Di BSM Solo Nusukan sendiri juga menetapkan barang jaminan tetap milik 
rahin (penggadai) sepenuhnya. Artinya nasabah bisa mengambil barang 
jaminan sewaktu-waktu dengan melunasi biaya atas pemeliharaan dan 
penyimpanan barang. Tidak perlu menunggu sampai jatuh tempo. 
b. Penjualan atau Pelelangan Marhun 
 Sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua 
nomor lima bahwa penjualan marhun dilakukan: 
1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 
segera melunasi utangnya. Maka yang dilakukan BSM Solo Nusukan 
apabila nasabah belum melunasi, padahal sudah jatuh tempo adalah 
memperingatkan nasabah seminggu sebelum jatuh tempo.  
Dalam hal pelunasan utang Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Namun, 
gadai emas di Bank Syariah Mandiri pada dasarnya tidak harus 
menunggu jatuh tempo untuk melunasinya. Apabila sebelum 4 bulan 
sudah mampu untuk mengembalikan pinjamannya diperbolehkan.
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2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun 
dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
                                                          
 62 Deddy Natalia, Pawning Staff, Wawancara Pribadi,.. 
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3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangan 
menjadi kewajiban Rahin. Di BSM solo Nusukan apabila ada 
kelebihan akan langsung masuk ke rekening nasabah, apabila masih 
ada kekurangan maka menjadi kewajiban nasabah.  
  Menurut fatwa yang telah dijelaskan oleh Fatwa DSN 
No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor lima, maka Bank Syariah 
Mandiri KCP Solo Nusukan dalam praktiknya untuk penjualan atau 
pelelangan marhun telah sesuai dengan DSN-MUI karena sudah 
menjalankan sesuai apa yang ada di dalam fatwa tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan rahn emas dalam produk pembiayaan gadai emas syariah di 
BSM KCP Solo Nusukan memiliki tiga akad dan sudah tercantum dalam 
surat bukti gadai emas, yaitu akad qardh dalam pemberian pembiayaan, 
akad rahn dalam penahanan barang (emas). Dan akad ijarah dalam 
penyimpanan dan pemeliharaan barang (marhun). Melalui akad ini 
dimungkinkan bagi bank untuk menarik biaya Ijarah atas penyimpanan dan 
pemeliharaan marhun. Dengan akad ijarah, maka bank mendapatkan upah 
atas jas yang diberikan nasabah kepada bank untuk memelihara dan 
menyimpan barang jaminan nasabah.  
2. Penerapan Akad rahn dalam pembiayaan gadai emas syariah di BSM KCP 
Solo Nusukan secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI,  hal  ini 
terlihat pada pemenuhan rukun dan syarat dalam gadai syariah. Namun 
dalam aspek Penetapan biaya administrasi belum sesuai, karena pihak  Bank 
Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan menetapkan biaya administrasi  
berdasarkan jumlah utang yang diberikan. Padahal  Fatwa DSN-MUI 
menyebutkan bahwa: biaya yang dikeluarkan tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah utang yang diberikan kepada Rahin.  
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B. Saran 
 Apa yang dituliskan peneliti setelah melakukan penelitian, kepada Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo Nusukan hendaknya dalam 
menentukan biaya administrasi dalam pembiayaan gadai emas harus sesuai 
dengan yang senyatanya dikeluarkan, diharapkan menggunakan fatwa DSN 
MUI dengan benar-benar dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah 
agar sesuai syariah. 
 Dewan syariah Nasional sebagai badan pengawas pelaksanaan produk 
lembaga keuangan syariah juga harus lebih meningkatkan pengawasannya 
sehingga tidak terjadi penyimpangan di bank-bank syariah.  
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